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TENTANG
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Menimbang

DAN AUDIT CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan mengenai audit kepabeanan dan audit
cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan
dan Audit Cukai;

bahwa untuk lebih mengoptimalkan proses audit di
bidang kepabeanan dan audit di bidang cukai, perlu
melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan
mengenai audit kepabeanan dan audit cukai
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan
Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit
Kepabeanan dan Audit Cukai;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011
tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 802);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
200/PMK.04/2011 TENTANG AUDIT KEPABEANAN DAN
AUDIT CUKALI

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan
Audit Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 802) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 12 dan angka 19
Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan.

2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan
laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen
yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat
yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk
data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan
kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan
barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan
perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Audit Cukai adalah  serangkaian  kegiatan
pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan
dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan,
dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan
usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang
berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/atau
sediaan barang dalam rangka pelaksanaan
ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.
Orang adalah orang perseorangan atau badan
hukum.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam
jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan/atau
Undang-Undang Cukai.

Auditee adalah Orang yang diaudit oleh Tim Audit.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.

Audit Umum adalah Audit Kepabeanan dan/atau
Audit Cukai yang memiliki ruang lingkup
pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh
terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan
dan/atau cukai.

Audit Khusus adalah Audit Kepabeanan dan/atau
Audit Cukai yang memiliki ruang lingkup

pemeriksaan tertentu terhadap pemenuhan
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kewajiban kepabeanan dan/atau cukai.

Audit Investigasi adalah Audit Kepabeanan dan/atau
Audit Cukai dalam rangka membantu proses
penyelidikan dalam hal terdapat dugaan tindak
pidana kepabeanan dan/atau cukai.

Tim Audit adalah tim yang diberi tugas untuk
melaksanakan Audit Kepabeanan dan/atau Audit
Cukai berdasarkan surat tugas atau surat perintah.
Daftar Temuan Sementara yang selanjutnya
disingkat DTS adalah daftar yang memuat temuan
dan kesimpulan sementara atas hasil pelaksanaan
Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai.

Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disingkat LHA
adalah laporan pelaksanaan Audit Kepabeanan
dan/atau Audit Cukai yang disusun oleh Tim Audit
sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Audit
Kepabeanan dan/atau Audit Cukai.

Auditor adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang telah memperoleh sertifikat keahlian
sebagai auditor yang diberi tugas, wewenang dan
tanggung jawab untuk melaksanakan Audit
Kepabeanan dan/atau Audit Cukai.

Ketua Auditor adalah Auditor yang telah
memperoleh sertifikat keahlian sebagai Ketua
Auditor Bea dan Cukai.

Pengendali Teknis Audit Kepabeanan dan/atau
Audit Cukai yang selanjutnya disebut PTA adalah
Auditor yang telah memperoleh sertifikat keahlian
sebagai Pengendali Teknis Audit Bea dan Cukai.
Pengawas Mutu Audit Kepabeanan dan/atau Audit
Cukai yang selanjutnya disebut PMA adalah Auditor
yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai
Pengawas Mutu Audit Bea dan Cukai.

Data Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai yang
selanjutnya disebut Data Audit adalah laporan
keuangan, buku, catatan; dan dokumen yang

menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang



